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ABSTRAK

Kebijakan KTR adalah sesuatu yang dibuat oleh Pemerintah yang
bertujuan untuk menyeimbangkan hak perokok dan hak atas kesehatan. Merokok
merupakan hak asasi manusia dan memperoleh derajat kesehatan yang tinggi
adalah hak setiap manusia. Kesehatan bisa terwujud dengan terbebas dari paparan
asap rokok baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang memiliki tujuan sama dengan
Kebijakan KTR yaitu untuk memperoleh derajat kesehatan yang maksimal. Salah
satu kawasan yang harus bebas asap rokok adalah lingkungan pendidikan. Stikes
merupakan pendidikan bidang kesehatan yang dapat menjadi ujung tombak
terlaksananya kebijakan KTR sebagai bagian dari PHBS. penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kebijakan KTR dan PHBS serta pelaksanaan di STIKES dan
menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan
spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis Aspek yuridis
yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang Kebijakan KTR dan PHBS. Aspek
sosiologis yang diteliti yaitu pelaksanaan kebijakan KTR sebagai bagian dari
PHBS di STIKES Kota Semarang

Kebijakan KTR diatur dalam berbagai ketentuan perundangan berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai Peraturan
Daerah. Secara khusus kebijakan KTR di Kota Semarang diatur dalam Peraturan
Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 dan 7 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak
Konsumsi Rokok, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan tanpa
rokok. Pelaksanaan kebijakan KTR di STIKES Kota Semarang telah dilaksanakan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara
optimal dikarenakan belum adanya peraturan internal dan pelaksanaan kebijakan
serta  sanksi belum ditegakkan. Hal ini merupakan faktor vyuridis yang
menghambat terlaksananya kebijakan KTR. Faktor sosiologis yang mendukung
kebijakan KTR adalah jumlah warga STIKES yang didominasi oleh perempuan,
dan faktor yang menghambat adalah tingkat kesadaran yang rendah dari warga
kampus maupun masyarakat sekitar kampus

Kata kunci : Kebijakan, KTR, PHBS, Lingkungan Pendidikan
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ABSTRACT

KTR (Free Smoking Area) policy made by the Government aims to
balance between the rights to smoke and the rights to get health. Smoking and
obtaining a high degree of health is the right of every human being. Real Health is
immune from tobacco smoke, either directly or indirectly. This is related to a
clean and healthy living behaviors (PHBS) that goes along with KTR policy to
obtain the maximum health status. One area that should be free from smoke is the
educational environment. STIKES ‘is the health education that can be the
spearhead for the implementation of KTR policy as a part of PHBS. This study
aims to determine the KTR policy and PHBS and the implementation in STIKES
and to find out the supporting factors and the obstacles in the implementation of
the policy.

The method used is the juridical sociology and research specification is
analytic descriptive juridical aspects examined are legal provisions concerning
with KTR policy and PHBS. Sociological aspects studied are the implementation
of KTR policy as a part of PHBS in STIKES Semarang.

KTR policy is regulated in the various legislative provisions in the form of
law, government regulation, ministryregulation to regional regulation. In
particular KTR policy in Semarang is jointly stipulated by the Health Minister and
the State Minister No. 188 and 7 in 2011 on the Guidelines of Smoking Area, The
Regulation of Health Minister No. 40 in 2013 on the Road Map of Impact Control
of Cigarette Consumption, Regional Regulation No. 3 in 2013 on free smoking
area. The implementation of KTR policy in STIKES Semarang has been
implemented based on statutory provisions, but it has not run optimally due to the
lack of internal regulation and implementation of policies and sanctions have not
been enforced. This is a juridical factors that hinder the implementation of KTR
policy. Sociological factors which support the KTR policy are the number of
STIKES students is dominated by women, and the hindrance factor is the low
level of awareness of the campus and the community surrounding the campus.

Keywords: policy, KTR (Free Smoking Area), PHBS (clean and healthy living
behaviors), Environmental Education





